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 Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Smart City 

terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota 

Binjai dengan menggunakan perspektif maqasid al-shari‘ah sebagai landasan 

normatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kuantitatif dan menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis 

Partial Least Squares (PLS-SEM). Data diperoleh dari 154 pelaku UMKM 

yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan pengumpulan data 

menggunakan kuesioner skala Likert. Variabel penelitian terdiri atas Smart 

City sebagai variabel eksogen dan pemberdayaan UMKM sebagai variabel 

endogen, sementara maqasid al-shari‘ah diposisikan sebagai kerangka analitis 

dalam menafsirkan hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

implementasi Smart City berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pemberdayaan UMKM. Digitalisasi layanan publik, integrasi sistem informasi, 

serta pemanfaatan platform ekonomi digital terbukti mampu meningkatkan 

akses informasi, efisiensi usaha, dan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Model 

pengukuran dan model struktural menunjukkan tingkat validitas, reliabilitas, 

serta kemampuan prediktif yang memadai, sehingga hubungan kausal 

antarvariabel dapat dijelaskan secara empiris. Dalam perspektif ekonomi 

syariah, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan Smart City memiliki 

potensi untuk mendukung pencapaian kemaslahatan ekonomi, perlindungan 

aset usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sepanjang 

diimplementasikan secara inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan 

kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Smart City dan UMKM 

berbasis ekonomi Islam, serta implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam 

merancang kebijakan pemberdayaan UMKM yang berorientasi pada 

keberlanjutan. 
 

Kata Kunci Smart City, Pemberdayaan UMKM, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, 

PLS-SEM. 

 

 

 

https://doi.org/10.36778/jesya.v9i1.2558
mailto:raja.sakti.putra.harahap@uin-suska.ac.id
mailto:safaruddinmunthr@ishlahiyah.ac.id
mailto:muslimmarpaung@polmed.ac.id
mailto:nabilarizsyalwaaz@gmail.com


 

Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 9 No 1, Januari 2026 

 E-ISSN : 2599-3410 | P-ISSN : 2614-3259 

DOI : https://doi.org/10.36778/jesya.v9i1.2558 

 

 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Al-Washliyah Sibolga   458 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan pembangunan ekonomi global menunjukkan pergeseran paradigma dari 

pendekatan berbasis sumber daya alam menuju pendekatan berbasis pengetahuan, teknologi, dan 

tata kelola yang adaptif. Pembangunan tidak lagi dipahami semata sebagai proses peningkatan 

output ekonomi, tetapi sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui produktivitas, pemerataan, keberlanjutan, serta transformasi sosial-ekonomi yang inklusif 

(Adisasmita, 2015); (Suryana, 2000). Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional 

karena kontribusinya yang signifikan terhadap produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, 

serta penguatan ekonomi kerakyatan (Sony Hendra Permana, 2017); (Hubeis et al., 2019). 

Meskipun memiliki peran yang vital, UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan 

struktural yang menghambat proses pemberdayaan dan keberlanjutan usaha. Berbagai studi 

menunjukkan bahwa keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi keuangan, lemahnya 

kapasitas manajerial, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital menjadi persoalan utama 

UMKM di berbagai daerah (Humaira, 2018). Kondisi ini semakin diperparah pada masa pandemi 

Covid-19, ketika banyak UMKM mengalami penurunan omzet, gangguan distribusi, dan 

kesulitan bertahan dalam ekosistem pasar yang semakin kompetitif (Abdi, 2022). Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan pemberdayaan UMKM yang tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga 

responsif terhadap transformasi digital dan perubahan ekosistem ekonomi modern. 

Salah satu pendekatan yang semakin relevan dalam konteks tersebut adalah implementasi 

konsep Smart City. Smart City dipahami sebagai strategi pembangunan perkotaan yang 

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola berbasis data, serta partisipasi 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan 

pembangunan (Bosch, 2017); (Supangkat, 2018). Dalam dimensi ekonomi, Smart City membuka 

peluang bagi UMKM untuk mengakses layanan perizinan digital, sistem pembayaran elektronik, 

platform pemasaran daring, serta berbagai fasilitas pendukung usaha berbasis teknologi (Agustin 

et al., 2023); (Handayani, 2023). Digitalisasi tersebut berpotensi memperluas akses pasar, 

menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan daya saing UMKM secara lebih inklusif. 

Kota Binjai merupakan salah satu daerah yang telah mengadopsi kebijakan Smart City 

melalui digitalisasi layanan pemerintahan dan pengembangan platform ekonomi lokal. 

Implementasi ini memberikan ruang bagi UMKM untuk terlibat dalam ekosistem ekonomi digital 

perkotaan, baik melalui pemanfaatan aplikasi layanan publik, sistem perizinan daring, maupun 

dukungan pemasaran berbasis teknologi. Namun demikian, efektivitas implementasi Smart City 

dalam mendorong pemberdayaan UMKM tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan 

infrastruktur, tetapi juga pada nilai, orientasi kebijakan, serta kerangka etis yang melandasinya. 

Dalam konteks inilah perspektif ekonomi syariah, khususnya maqashid syariah, menjadi 

relevan untuk dikaji. Ekonomi syariah memandang pembangunan sebagai proses yang harus 

menjamin keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial (Muslich, 2022); (Ismail Pane et al., 2022); (Muannif & Ridwan, 2020). 

Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan, yaitu 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara substansial sejalan dengan tujuan 

pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Nurnazli, 2014); (Amin, 

2017). Dalam konteks UMKM, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka evaluatif normatif 

untuk menilai sejauh mana kebijakan dan inovasi ekonomi, termasuk Smart City, benar-benar 

menghadirkan keadilan akses, transparansi, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. 

Sejumlah penelitian telah membahas pemberdayaan UMKM melalui digitalisasi, literasi 

keuangan, dan ekonomi hijau, termasuk dalam perspektif maqashid syariah (Regif et al., 2023); 

(Hapisuddin et al., 2023); (Putri, 2025). Namun, kajian yang secara empiris menguji pengaruh 

implementasi Smart City terhadap pemberdayaan UMKM dengan menggunakan maqashid 

syariah sebagai pendekatan analitis masih relatif terbatas. Sebagian studi cenderung memisahkan 

pembahasan Smart City sebagai isu tata kelola perkotaan dan maqashid syariah sebagai wacana 

normatif, tanpa mengintegrasikannya secara sistematis dalam analisis empiris. 
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Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

implementasi Smart City terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Binjai dengan menggunakan 

perspektif maqashid syariah sebagai kerangka konseptual. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai integrasi digitalisasi 

perkotaan dan ekonomi syariah, serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah 

dalam merancang kebijakan Smart City yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, 

tetapi juga pada keadilan, inklusivitas, dan kemaslahatan ekonomi masyarakat. 

  

LANDASAN TEORI 

Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam 

struktur perekonomian nasional, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. UMKM tidak 

hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan strategis dalam 

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis 

lokal. Dalam konteks pembangunan inklusif, keberadaan UMKM menjadi instrumen penting 

dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara 

berkelanjutan (Fuadi, 2022). 

Secara yuridis, definisi dan klasifikasi UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-

undang tersebut membedakan UMKM ke dalam tiga kategori utama, yaitu usaha mikro, usaha 

kecil, dan usaha menengah, berdasarkan kepemilikan, kemandirian usaha, serta kriteria kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik 

orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan skala ekonomi paling kecil. Usaha kecil 

merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang dari usaha menengah atau besar. Sementara itu, usaha menengah adalah usaha 

produktif yang juga berdiri sendiri, dengan skala aset dan omzet yang lebih besar dibandingkan 

usaha kecil, namun belum mencapai kategori usaha besar (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 

2008). 

Lebih dari sekadar klasifikasi administratif, UMKM memiliki karakteristik khas, antara 

lain fleksibilitas tinggi, kedekatan dengan pasar lokal, serta kemampuan beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan ekonomi. Namun demikian, UMKM juga menghadapi berbagai 

keterbatasan struktural, seperti akses permodalan yang terbatas, rendahnya adopsi teknologi, 

lemahnya manajemen usaha, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan pasar yang lebih 

luas. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi agenda penting dalam kebijakan 

pembangunan ekonomi, terutama melalui dukungan regulasi, penguatan kapasitas pelaku usaha, 

dan pemanfaatan teknologi digital. 

Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan UMKM dipahami sebagai proses 

peningkatan kapasitas ekonomi, kemandirian usaha, dan keberlanjutan bisnis UMKM melalui 

dukungan sistemik yang memungkinkan pelaku usaha meningkatkan produktivitas, daya saing, 

serta kesejahteraan secara berkelanjutan. Pemberdayaan tidak hanya diukur dari peningkatan 

pendapatan, tetapi juga dari aspek keberlangsungan usaha, akses terhadap sumber daya, serta 

kontribusi UMKM terhadap pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. 

 

Konsep Smart City 

Smart City merupakan konsep pembangunan perkotaan yang menekankan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta kualitas hidup masyarakat perkotaan. 

Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan kota, seperti 

pertumbuhan penduduk, kemacetan, degradasi lingkungan, dan ketimpangan ekonomi. Smart 

City tidak semata-mata dipahami sebagai kota berbasis teknologi, tetapi sebagai sistem perkotaan 

yang cerdas dalam mengelola sumber daya secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 
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Supangkat et al. (2018) mendefinisikan Smart City sebagai kota yang memiliki 

kemampuan mengelola seluruh sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan perkotaan melalui solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan, 

dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Supangkat, 2018). Definisi ini 

menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat (enabler), sementara tujuan utama Smart City adalah 

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik. 

Sejalan dengan itu, Bosch et al. (2017) memandang Smart City sebagai kota yang mampu 

memobilisasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk modal sosial dan 

budaya, modal keuangan, sumber daya alam, informasi, dan teknologi, secara efisien untuk 

mendukung pembangunan kota (Bosch, 2017). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Smart City 

tidak hanya bertumpu pada infrastruktur digital, tetapi juga pada tata kelola, partisipasi 

masyarakat, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. 

Dalam implementasinya, Smart City umumnya mencakup beberapa dimensi utama, 

seperti smart governance, smart economy, smart people, smart mobility, smart environment, dan 

smart living. Dimensi smart economy memiliki relevansi langsung dengan pengembangan dan 

pemberdayaan UMKM, karena menekankan pada inovasi ekonomi, kewirausahaan, digitalisasi 

usaha, serta peningkatan daya saing ekonomi lokal. Melalui kebijakan Smart City, pemerintah 

daerah dapat menyediakan platform digital, sistem perizinan berbasis elektronik, akses informasi 

pasar, serta ekosistem bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. 

 

Pemberdayaan UMKM dalam Perspektif Maqashid Syariah 

Dalam penelitian ini, Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka normatif dan analitis, 

bukan sebagai variabel empiris atau konstruk laten dalam model statistik. Pendekatan Maqashid 

Syariah menekankan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi pada 

pertumbuhan material, tetapi juga pada perlindungan dan pemeliharaan lima tujuan utama syariah, 

yaitu perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-

nasl), dan harta (hifz al-mal). 

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, Maqashid Syariah memberikan perspektif etis dan 

substantif untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pembangunan, termasuk 

implementasi Smart City, berkontribusi pada kesejahteraan manusia secara holistik. 

Pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan Maqashid Syariah tidak hanya meningkatkan 

pendapatan pelaku usaha, tetapi juga mendorong keadilan ekonomi, keberlanjutan usaha, 

perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha kecil, serta penguatan kemandirian ekonomi 

masyarakat. 

Dengan demikian, integrasi konsep Smart City dan pemberdayaan UMKM dalam 

perspektif Maqashid Syariah memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, tidak hanya pada 

aspek efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada dimensi keadilan, keberlanjutan, dan 

kesejahteraan sosial. Kerangka teoritis ini menjadi dasar dalam merumuskan hubungan antara 

implementasi Smart City dan tingkat pemberdayaan UMKM di Kota Binjai, sebagaimana 

dianalisis dalam penelitian ini. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Smart City terhadap 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Binjai. Pendekatan 

kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hubungan kausal antarvariabel secara objektif 

dan terukur melalui analisis statistic (Karimuddin et al., 2022). Paradigma penelitian yang 

digunakan adalah positivisme, di mana realitas sosial dipahami sebagai fenomena yang dapat 

diobservasi dan diukur secara empiris melalui instrumen penelitian terstandar. 

Dalam penelitian ini, implementasi Smart City diposisikan sebagai variabel independen, 

sedangkan pemberdayaan UMKM sebagai variabel dependen. Sementara itu, Maqāṣid Syariah 

tidak dimodelkan sebagai variabel laten dalam analisis struktural, melainkan digunakan sebagai 
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kerangka konseptual dan perspektif normatif-analitis untuk menafsirkan temuan empiris. 

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemaknaan substantif terhadap hasil penelitian, 

khususnya dalam konteks nilai-nilai Islam yang mencakup perlindungan agama (hifz al-dīn), jiwa 

(hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl) (Mansyur, 2020). 

 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Binjai yang 

berjumlah 9.972 unit usaha. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu 

pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria 

tersebut meliputi: (1) pelaku UMKM yang masih aktif dan telah menjalankan usaha minimal satu 

tahun, (2) memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam layanan berbasis Smart City, seperti 

penggunaan aplikasi layanan publik, sistem perizinan digital, atau platform digital lokal, dan (3) 

bersedia menjadi responden penelitian. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 154 responden. Ukuran sampel 

tersebut dinilai memadai untuk analisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis 

Partial Least Square (PLS-SEM), yang tidak mensyaratkan ukuran sampel besar serta tetap dapat 

memberikan estimasi parameter yang stabil. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara 

langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Instrumen penelitian disusun 

menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap implementasi Smart City 

dan tingkat pemberdayaan UMKM. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis untuk 

menjawab tujuan penelitian. 

 

3. Alat dan Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) 

berbasis varians dengan pendekatan Partial Least Square (PLS) melalui perangkat lunak 

SmartPLS versi 3.0. Metode PLS-SEM dipilih karena sesuai untuk penelitian yang bersifat 

prediktif, mampu menangani model dengan kompleksitas terbatas, serta tidak mengharuskan data 

berdistribusi normal. 

Tahapan analisis data meliputi: 

1. Analisis Statistik Deskriptif, yang digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai karakteristik responden dan distribusi data penelitian. 

2. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model), yang bertujuan untuk menilai validitas dan 

reliabilitas konstruk melalui pengujian convergent validity, discriminant validity, serta 

reliabilitas internal. 

3. Evaluasi Model Struktural (Inner Model), yang dilakukan untuk menilai kekuatan 

hubungan antara variabel implementasi Smart City dan pemberdayaan UMKM. Evaluasi 

ini mencakup analisis koefisien jalur dan nilai koefisien determinasi (R-square) sebagai 

indikator kemampuan model dalam menjelaskan varians variabel endogen. 

4. Pengujian Hipotesis, yang dilakukan melalui prosedur bootstrapping untuk menguji 

signifikansi pengaruh antarvariabel berdasarkan nilai t-statistics dan p-values. 

Hasil analisis kuantitatif selanjutnya diinterpretasikan secara kritis dengan menggunakan 

perspektif Maqāṣid Syariah guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

implikasi implementasi Smart City terhadap pemberdayaan UMKM dalam konteks ekonomi 

Islam. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model / Measurement Model Assessment) 
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Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang 

digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai dalam merepresentasikan 

konstruk laten Smart City dan Pemberdayaan UMKM. Penilaian outer model mengikuti pedoman 

PLS-SEM modern dengan mengacu pada uji validitas konvergen dan reliabilitas konstruk. 

 

 Validitas Konvergen 

Validitas konvergen dinilai melalui nilai outer loading dengan batas minimum 0,70. Nilai 

ini menunjukkan sejauh mana indikator mampu menjelaskan variabel laten yang diukurnya. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas ambang batas 

yang ditetapkan, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen (Outer Loadings) 

Konstruk Smart City (X) 

Indikator Outer Loading Kriteria 

Smart 1 0.982 Valid 

Smart 2 0.965 Valid 

Smart 3 0.958 Valid 

Smart 4 0.992 Valid 

Smart 5 0.972 Valid 

Smart 6 0.979 Valid 

 

Konstruk Pemberdayaan UMKM (Y) 

Indikator Outer Loading Kriteria 

Umkm 1 0.967 Valid 

Umkm 2 0.944 Valid 

Umkm 3 0.955 Valid 

Umkm 4 0.961 Valid 

Umkm 5 0.950 Valid 

Umkm 6 0.963 Valid 

Umkm 7 0.969 Valid 

 Sumber: Hasil pengolahan data (2024)  

 

Nilai outer loading yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan 

secara konsisten merepresentasikan konstruk Smart City dan Pemberdayaan UMKM. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa aspek digitalisasi layanan, integrasi data, akses informasi, dan dukungan 

platform ekonomi digital merupakan elemen yang relevan dalam menjelaskan pemberdayaan 

UMKM. 

 

Reliabilitas Konstruk 

Reliabilitas konstruk dievaluasi menggunakan Cronbach’s Alpha dan Composite 

Reliability (CR) dengan nilai ambang batas ≥ 0,70. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua 

konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk  

Variabel  
Cronbach’s 

Alpha  

Composite 

Reliability 
Keterangan 

Smart City 0.990 0.991 Reliabel 

Pemberdayaan UMKM 0.983 0.986 Reliabel 
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Sumber: Hasil Olahan SmartPLS (2024) 

Nilai reliabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan 

stabil dan konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Dengan demikian, instrumen 

penelitian dinyatakan layak digunakan untuk analisis model struktural. 

 

Evaluasi Model Struktural (Inner Model / Structural Model Assessment) 

Evaluasi model struktural bertujuan untuk menilai hubungan kausal antar variabel laten 

dan menguji hipotesis penelitian. Penilaian inner model dilakukan melalui analisis koefisien jalur, 

uji signifikansi, koefisien determinasi (R²), dan predictive relevance (Q²). 

 

Koefisien Jalur dan Uji Signifikansi 

Koefisien jalur menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen. Signifikansi hubungan diuji menggunakan prosedur bootstrapping dengan 

kriteria nilai T-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Jalur 

Hubungan Variabel Koefisien 

Jalur 

T-Statistic P-Value Keterangan 

Smart City → 

Pemberdayaan UMKM 

0.993 > 1.96 < 0.001 Signifikan 

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS (2024) 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Smart City berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pemberdayaan UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas implementasi 

Smart City berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas, akses pasar, dan keberlanjutan usaha 

UMKM. 

 

Koefisien Determinasi (R-Square) 

Nilai R-square digunakan untuk mengukur kemampuan variabel eksogen dalam 

menjelaskan varians variabel endogen. 

 

Tabel 4. Nilai R-Square 

Variabel Endogen R-Square Kategori 

Pemberdayaan UMKM 0.987 Kuat 

 

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS (2024) 

Nilai R-square sebesar 0,987 menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pemberdayaan 

UMKM dapat dijelaskan oleh variabel Smart City dalam model penelitian ini. Meskipun 

demikian, hasil ini perlu dipahami secara kontekstual sebagai kekuatan hubungan dalam model, 

bukan sebagai klaim deterministik absolut. 

 

3. Predictive Relevance (Q²) 

Kemampuan prediktif model dievaluasi menggunakan nilai Q² (Stone–Geisser). 

 

Tabel 5. Nilai Predictive Relevance (Q²)  

Variabel Endogen Q² Interpretasi 

Pemberdayaan UMKM 0.981 
Prediktif 

sangat kuat 

Sumber: Hasil Olahan SmartPLS (2024) 

 

Nilai Q² yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik 

dalam menjelaskan kecenderungan pemberdayaan UMKM berdasarkan implementasi Smart City. 
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Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Smart City memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pemberdayaan UMKM di Kota Binjai. Temuan ini menegaskan 

bahwa transformasi tata kelola perkotaan berbasis teknologi informasi dan digitalisasi layanan 

publik berperan penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah (Khairunnisa, 2023); (Warjiyati, 2018); (Latifah & Abdullah, 2024); (Suryana, 2018). 

Secara empiris, hasil ini sejalan dengan pandangan pembangunan ekonomi modern yang 

menempatkan teknologi, efisiensi kelembagaan, dan akses informasi sebagai determinan utama 

peningkatan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Eka Yuni Hartati et al., 2024); 

(Adisasmita, 2015); (Suryana, 2000). 

Koefisien jalur yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas 

implementasi Smart City, melalui digitalisasi layanan perizinan, integrasi data UMKM, 

penyediaan platform informasi, dan dukungan ekosistem ekonomi digital, semakin tinggi tingkat 

pemberdayaan UMKM (Haida et al., 2024); (Solechan & Wilardi, 2019); (Anshori et al., 2014); 

(Syarif, 2016); (Ifansyah, 2020). Pemberdayaan tersebut tercermin dalam peningkatan akses 

pasar, efisiensi operasional, kemudahan memperoleh informasi usaha, serta peluang 

keberlanjutan usaha. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa Smart City tidak hanya 

berfungsi sebagai instrumen modernisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai 

katalisator penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM. 

Nilai koefisien determinasi (R²) yang tinggi menunjukkan bahwa Smart City merupakan 

faktor yang sangat dominan dalam menjelaskan variasi pemberdayaan UMKM dalam konteks 

penelitian ini. Namun demikian, hasil ini perlu ditafsirkan secara hati-hati dan proporsional. Nilai 

R² yang besar tidak serta-merta meniadakan peran faktor eksternal lain seperti akses permodalan 

nasional, kebijakan fiskal, kondisi pasar, maupun karakteristik individu pelaku UMKM. 

Sebaliknya, temuan ini mengindikasikan bahwa dalam konteks Kota Binjai, kebijakan dan 

infrastruktur Smart City telah menjadi kerangka institusional utama yang memfasilitasi berbagai 

aspek pendukung pemberdayaan UMKM secara simultan. 

Dari perspektif metodologis, hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan PLS-SEM yang 

digunakan telah mampu menangkap hubungan struktural antara Smart City dan pemberdayaan 

UMKM secara efektif (Cole et al., 2023). Penggunaan PLS-SEM tepat mengingat tujuan 

penelitian yang bersifat prediktif serta karakteristik data yang berasal dari persepsi pelaku UMKM 

(Husein, 2015). Selain itu, temuan predictive relevance (Q²) yang tinggi mengindikasikan bahwa 

model memiliki kemampuan prediktif yang kuat dalam menjelaskan kecenderungan 

pemberdayaan UMKM di masa mendatang, selama kebijakan Smart City dijalankan secara 

konsisten dan berkelanjutan. 

Jika dikaitkan dengan literatur pemberdayaan UMKM, hasil penelitian ini memperluas 

temuan-temuan sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada literasi keuangan, akses 

pembiayaan, dan inklusi keuangan sebagai faktor utama peningkatan kinerja UMKM (Harmaini 

et al., 2024); (Ridwan et al., 2024); (Yushita, 2017); (Hidayah et al., 2021). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan dan teknologi perkotaan, melalui Smart City, 

memiliki peran strategis yang tidak kalah penting. Digitalisasi layanan publik, transparansi 

informasi, dan integrasi data lintas sektor terbukti mampu mengurangi hambatan struktural yang 

selama ini dihadapi UMKM, seperti kompleksitas birokrasi, keterbatasan informasi, dan 

tingginya biaya transaksi (Prameswari et al., 2023); (Murlan et al., 2023). 

Dalam kerangka ekonomi syariah, hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan melalui 

perspektif maqasid al-shari‘ah sebagai pendekatan normatif-substantif dalam menilai kualitas 

pembangunan ekonomi. Meskipun maqasid al-shari‘ah tidak diposisikan sebagai variabel laten 

dalam model struktural, prinsip-prinsipnya memberikan landasan etik dan filosofis dalam 

menafsirkan implikasi empiris dari temuan penelitian. Implementasi Smart City yang mendorong 

efisiensi layanan, transparansi, dan kemudahan akses ekonomi sejalan dengan prinsip 

perlindungan harta (hifz al-māl), karena membantu UMKM menjaga keberlanjutan usaha dan 

meminimalkan risiko ekonomi. 
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Selain itu, peningkatan akses informasi dan layanan digital juga berkaitan dengan 

perlindungan akal (hifz al-‘aql), karena pelaku UMKM memperoleh pengetahuan, literasi digital, 

dan kapasitas pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks kesejahteraan sosial, Smart 

City yang inklusif berpotensi mendukung perlindungan jiwa (hifz al-nafs) melalui peningkatan 

pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga pelaku UMKM (Aksa et al., 2025); (Munjid et 

al., 2025). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital 

perkotaan dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang selaras dengan tujuan-tujuan dasar 

pembangunan ekonomi Islam, meskipun dijalankan dalam kerangka kebijakan publik yang 

bersifat umum. 

Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi beberapa kebijakan yang penting. Bagi 

pemerintah daerah, hasil ini menegaskan bahwa keberhasilan Smart City tidak cukup diukur dari 

aspek teknologinya semata, tetapi dari sejauh mana implementasinya mampu memberikan 

dampak nyata bagi sektor produktif masyarakat, khususnya UMKM (Sony Hendra Permana, 

2017). Program Smart City perlu dirancang secara lebih terintegrasi dengan kebijakan 

pemberdayaan ekonomi, seperti penguatan marketplace lokal, digitalisasi rantai pasok, 

pendampingan usaha berbasis teknologi, dan integrasi data UMKM lintas instansi. 

Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Data yang 

digunakan bersumber dari kuesioner tunggal dengan pendekatan cross-sectional, sehingga hasil 

penelitian ini belum sepenuhnya menangkap dinamika jangka panjang pemberdayaan UMKM. 

Selain itu, model penelitian belum memasukkan variabel moderator atau mediator lain yang 

secara teoritis dapat memengaruhi hubungan antara Smart City dan pemberdayaan UMKM, 

seperti literasi digital, kapasitas manajerial, atau dukungan kebijakan nasional. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dengan 

memasukkan variabel-variabel tersebut serta menggunakan desain longitudinal. 

Pembahasan ini menegaskan bahwa implementasi Smart City memiliki peran strategis 

dalam mendorong pemberdayaan UMKM, baik dari perspektif pembangunan ekonomi modern 

maupun dari sudut pandang ekonomi syariah. Integrasi antara kebijakan digital perkotaan dan 

nilai-nilai kemaslahatan memberikan peluang besar bagi terciptanya ekosistem UMKM yang 

inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Temuan ini memperkaya literatur empiris mengenai 

Smart City dan UMKM, sekaligus membuka ruang dialog antara kebijakan publik kontemporer 

dan prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh implementasi Smart City terhadap 

pemberdayaan UMKM di Kota Binjai dengan pendekatan Maqashid Syariah, dapat disimpulkan 

bahwa integrasi teknologi digital dalam tata kelola kota memiliki kontribusi signifikan terhadap 

penguatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Melalui analisis model pengukuran dan model 

struktural, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi Smart City, seperti layanan digital, 

infrastruktur teknologi, dan akses data, mampu meningkatkan efisiensi usaha, memperluas 

jangkauan pasar, serta mendorong inovasi produk UMKM. Secara keseluruhan, implementasi 

Smart City terbukti memberikan pengaruh positif dan relevan terhadap pemberdayaan UMKM, 

baik dari aspek peningkatan kompetensi, produktivitas, maupun keberlanjutan usaha. 

Dari perspektif Maqashid Syariah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan 

UMKM melalui Smart City sejalan dengan tujuan-tujuan syariah, khususnya dalam memelihara 

harta (hifzh al-mal), menjaga akal (hifzh al-‘aql) melalui peningkatan literasi digital, serta 

mewujudkan kemaslahatan sosial-ekonomi masyarakat. Teknologi bukan hanya berfungsi 

sebagai sarana modernisasi kota, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang menciptakan 

pemerataan akses, peningkatan kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi berbasis nilai-nilai 

syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat urgensi Smart City bagi 

pengembangan UMKM, tetapi juga menegaskan pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah 

dalam desain dan implementasi kebijakan pembangunan kota modern. 
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